
 
 

 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMATAN SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR 188.46/28/DPMD/2025 

 

TENTANG  
 

PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI 

SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dokumen persyaratan 

penyaluran disampaikan dengan surat pengantar yang 

ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi 

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi 

perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemberdayaan masyarakat Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 

tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat 

Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6914); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa.... 



diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);   

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6995); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6351); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 398); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

11. Peraturan.... 



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 

Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9); 

16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Fungsi, 

Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19); 

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83); 

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 84 Tahun 2023 

tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 84); 

 

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Nomor: B/400.10.2.4/8194/DPMD-APD/XII/2024 tanggal 27 

Desember 2024 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Keputusan 

Bupati Tanah Bumbu tentang Pejabat yang Berwenang 

Menandatangani Surat pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2025; 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG 

MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR PENYALURAN DANA 

DESA TAHUN ANGGARAN 2025.  

KESATU.... 



KESATU : Menetapkan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat 

Pengantar Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai 

berikut: 

 
 

No. Nama, NIP Instansi Jabatan 

1. Hendra Wardani, S.E., M.M 

NIP.19780715 200701 1 027 

Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Kepala Badan 

2. Samsir, S.E.,M.AP  

NIP.19760109 200312 1 005 

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa 

Kepala Dinas 

 

KEDUA 

 

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini  

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025. 

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
 

Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Januari 2025 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

ttd 

 

 
H. M. ZAIRULLAH AZHAR 

 


